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INT1SARI

Tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan pertumbuhan perkampungan
yang tidak teratur dengan kualilas yang rendah ( pcrmukiman kumuh ), karena
kurangnya fasilitas lingkungan yang dibutuhkan. Untuk itu di Desa Wanayasa
telah dilaksanakan konsolidasi tanah perkotaan dengan tujuan agar tercipta tatanan
penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan dalam
penelitian yaitu, bagaimana konsolidasi tanah perkotaan di Desa Wanayasa dan
apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di
Desa Wanayasa serta bagaimana mengatasinya. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengevaluasi / mengkaji kesesuaian pelaksanaan konsolidasi tanah
perkotaan di Desa Wanayasa dengan ketentuan yang berlaku dan untuk
mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya serta cara
mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan teknik komparalif menggunakan pendekatan kualilatif dan kuantitatif yang
dilaksanakan di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
Penelitian dibatasi pada pelaksanaan konsolidasi tanah pekotaan di Desa
Wanayasa, khususnya terhadap kesesuaian antara rencana konsolidasi tanah
perkotaan yang dilaksanakan dengan kenyataan yang ada saat ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat peserta konsolidasi
tanah di Desa Wanayasa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
Siratafied Proportional Random Sampling dalam hal ini strata untuk tingkat
pendidikan sebanyak 25 % dari populasi. Data yang dikiimpulkan adalah data
primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data melalui studi
kepustakaan dan studi lapang meliputi wawancara, studi dokumen, observasi, dan
kucsioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta konsolidasi tanah belum
dapat menikmati sepenuhnya hasil dari pelaksanaan konsolidasi tanah, karena
sampai sekarang pada lokasi tersebut belum teratur letak tanah dan bentuk persil,
belum tersedia prasarana jalan dan belum tersedia fasilitas umum. Peserta baru
dapat menikmati hasil dari pelaksanaan konsolidasi tanah berupa telah
bersertipikatnya tanah dilokasi tersebut atas nama masing-masing peserta. Tingkat
partisipasi masyarakat peserta konsolidasi tanah diklasifikasikan pada tingkat
partisipasi scdang.

Kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa
Wanayasa yaitu belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini
disebabkan ada beberapa tahapan pelaksanaan yang pelaksanaannya belum tepat.
Hambatan dalam pelaksaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Wanayasa berupa
kurang optimalnya parisipasi masyarakat, dalam hal ini tidak menjawab apa yang
menjadi an<*gapan dasar penelitian. Untuk itu perlu langkah-langkah dari Kantor
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat biasanya terjadi di

tempat-tempat yang strategis dan daerah-daerah pinggiran kota akibat

urbanisasi. Ciri-ciri khas urbanisasi yang spontan adalah membangun secara

serampangan/kacau. (Josef Zwaenepoel, 1969: 2 dalam O. Sitorus dan

B. Sebayang 1996: 20). Tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan

pertumbuhan perkampungan yang tidak teratur dengan kualitas lingkungan

yang rendah (permukiman kumuh), karena kurangnya prasarana dan

rendahnya fasilitas lingkungan yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya

berbagai macam pembangunan dan semakin meningkatnya jumlah penduduk

maka berakibat pula semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, disisi lain

tanah yang tersedia semakin terbatas sehingga tidak jarang masalah

pertanahan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kurang

lancarnya pembangunan dan dapat menimbulkan masalah yang kompleks,

tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek lain yang lebih luas

yaitu pembangunan masyarakat yang tidak mengindahkan masalah-masalah

penataan bentuk bidang tanah yang teratur dan indah, juga tidak

mengindahkan masalah kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan



pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif

dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan

masyarakat hukum adat serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan

seimbang. Dengan demikian penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat

mendorong perkembangan pemerataan keadilan dan kehidupan yang lebih

baik. Oleh karena itu masalah penataan penguasaan dan penggunaan tanah

selalu mendapat perhatian yangseriusdari Pemerintah.

Menyadari akan pentingnya sektor tanah di dalam menghadapi

tuntutan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk yang membutuhkan

tanah, maka sudah barang tentu keharusan adanya Catur Tertib Pertanahan

yang menjadi sasaran bidangpertanahan, meliputi:

1. Tertib Hukum Pertanahan;

2. Tertib Administrasi Pertanahan;

3. Tertib Penggunaan Tanah;

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Catur Tertib Pertanahan merupakan sasaran bidang pertanahan yang ingin

dicapai dalam mengadakan penataan kembali, penguasaan dan penggunaan

tanah serta program-program khusus dibidang pertanahan, sehingga

diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang

bersangkutan dalam kepentingan-kepentingan dimaksud.

Desa Wanayasa yang merupakan kawasan permukiman dengan



relatif tetap, sehingga memerlukan penataan dengan baik agar tercipta

penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Upaya yang dilakukan untuk penataan tanah perkotaan yang tertib dan

teratur serta untuk mengendalikan penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah

untuk dapat menunjang berbagai kegiatan pembangunan, antara lain adalah

dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Peraturan ini merumuskan

kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan

penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan

pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber

daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara menetapkan lokasi konsolidasi

tanah di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa, yang dilaksanakan pada

Tahun Anggaran 1997/1998 dan 1998/1999, dengan alasan daerah tersebut

direncanakan menjadi daerah permukiman baru. Dengan konsolidasi tanah

perkotaan diharapkan pembangunan prasarana dan fasilitas umum/sosial kota

yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) lebih cepat

diselesaikan. Selain itujuga dapat menghemat pengeluaran pemerintah untuk

mengganti kerugian dan biaya pembangunan prasarana dan fasilitas

umum/sosial, karena biaya tersebut menjadi tanggungan peserta.

Konsolidasi tanah memberi altematif pemecahan masalah perkotaan tentang
sulitnya neneadaan tanah lewat cara konvensional seperti pelepasan atau



penggusuran tanah. Selain itu lembaga konsolidasi tanah sangat cocok buat
rakyat Indonesia yang berdasarkan azas kekeluargaan dan kegotongroyongan
(0. Sitorus dan B. Sebayang, 1996 : 24).

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan

penelitian di Desa Wanayasa dengan judul: "EVALUASI PELAKSANAAN

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA WANAYASA

KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa

Wanayasa?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah

perkotaan di Desa Wanayasa dan bagaimana mengatasinya?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun akan memberikan batasan masalah

pada pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Wanayasa, khususnya

evaluasi terhadap kesesuaian antara rencana konsolidasi tanah perkotaan yang

dilaksanakan dengan kenyataan yang ada pada saat ini.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengevaluasi/mengkaji kesesuaian pelaksanaan konsolidasi

tanah perkotaan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam

pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan cara mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memberikan bahan yang bersifat informatif bagi semua pihak

dalam penyelenggaraan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan sebagai

pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijaksanaan bagi

penyelenggaraan konsolidasi tanah perkotaan.

b. Untuk menjadikan masukan atau pertimbangan kebijakan pembangunan

bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten

Banjarnegara dalam hal pelaksanaan konsolidasi tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik dari pembahasan data primer

maupun sekunder, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Wanayasa

ditinjau dari tahapan pelaksanannya tidak sepenuhnya sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut berupa:

a. Pada tahap kegiatan pernyataan pelepasan hak atas tanah, dilaksanakan

bersamaan dengan tahap kegiatan identifikasi subyek dan obyek, yang

seharusnya tahap kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan karena

harus menunggu kegiatan sebelumnya dan harus sesuai dengan

urutannya. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan,

namun sampai sekarang tidak ada permasalahan.

b. Pembuatan peta situasi keliling yang terlalu lama, sedangkan peta

rincikan selesai teriebih dahulu pembuatannya, padahal seharusnya peta

situasi keliling selesai lebih dulu dari pada peta rincikan sesuai dengan

urutanya.
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2. Hambatan-hambatan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa

Wanayasa

a) Partisipasi masyarakat para peserta konsolidasi tanah.

Tingkat partisipasi masyarakat para peserta konsolidasi tanah

di Desa Wanayasa diklasifikasikan sedang. Hal ini dibuktikan pada

beberapa partisipasi yang ditunjukkan oleh responden yaitu :

1) Partisipasi dalam mengikuti penyuluhan sebagian besar (80 %)

responden hadir dalam penyuluhan sedangkan sisanya sebanyak

20 %dari jumlah responden tidak hadir dalam penyuluhan.

2) Pemahaman responden tentang isi penyuluhan sebagian besar

(88 %) responden mengetahui tentang isi penyuluhan sedangkan
•

sisanya sebanyak 12 %tidak mengetahui.

3) Kesediaan responden menjadi peserta konsolidasi tanah 100 %

bersedia.

4) Kesediaan responden dalam menunjukkan bukti penguasaan dan
letak tanah sebagian besar (89 %) responden menyatakan bersedia

sedangkan sisanya sebanyak 11 %tidak bersedia.

5) Partisipasi responden dalam pelaksanaan pengukuran persil
konsolidasi tanah sebanyak 48 % melihat dan jauh dan dekat

sedangkan sisanya sebanyak 52 %tidak melihat.
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6) Partisipasi responden mengikuti musyawarah tentang desain

konsolidasi tanah sebanyak 90 % bersedia sedangkan sisanya 10 %

tidak bersedia mengikuti musyawarah.

7) Persetujuan responden tentang desain konsolidasi tanah sebanyak

77 %setuju sedangkan sisanya sebanyak 23 %tidak setuju.

8) Kesediaan responden untuk melepaskan hak atas tanah sebanyak

48 % bersedia sedangkan sisanya sebanyak 52 % tidak bersedia

melepaskan hak atas tanahnya.

9) Persetujuan responden dalam memberikan STUP sebanyak 82 %

setuju sedangkan sisanya 18 %tidak setuju.

10) Tanggapan responden tentang hasil dan manfaat konsolidasi tanah

sebanyak 100 % menyatakan bermanfaat.

11) Partisipasi responden dalam pelaksanaan konsoldasi tanah tertinggi

di dapat pada responden yang memperoleh pendidikan di Perguruan

Tinggi

b) Teknis pelaksanaan konsolidasi tanah.

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Wanayasa

menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya berupa :

1) kurangya kelengkapan persyaratan

2) batas-batas tanah kurang jelas

3) adanya tanaman dalam lokasi Konsolidasi Tanah
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B. Saran

I. Agar dalam setiap pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang akan
I datang, semua tahapan kegiatan harus disesuaikan dengan ketentuan
1 peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama, pada tahap kegiatan
I pelepasan hak alas tanah, dan penandatangan surat pernyataan pelepasan
I hak atas tanah harus d.hadapan Kepala Kantor bukan dihadapan petugas
I identifikasi. Selain itu peta penggunaan tanah dan peta-peta lainnya pada

lokasi konsolidasi tanah agar dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud

dalam peraturan, dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan supaya nantinya

tidak ada permasalahan dimasa akan datang.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah agar dapat
d.t.ngkatkan, dengan meningkatkan intensitas penyuluhan, agar masyarakat
semakin mengerti tentang manfaat kegiatan konsolidasi tanah dan mau ikut

serta secara aktif dalam pelaksanaannya, karena partisipasi masyarakat

merupakan kunci utama keberhasilan konsolidasi tanah.
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